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2.1, Pengertian Perpajakan

Salah satu cara untuk mewijuckar kemandirian suvatu negara dalam
pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari
dalam negeri yaitu berupa pzjak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan
negara dalam mendanai setiap pelaksanaen dan pengeluaran pembangunan yang
berguna bagi kepentingan bersama. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara
berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan atau balas jasa secara

langsung (kontraprestasi).

Menurut Soemitro (2009 : 1), “Pajak adalak iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum’. RMenurut Djajadiningrat (2009 : 1)

dikemukakan bahwa ;

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas
negara yang discbabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertemtu, tefapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerinizh serta dapat dipaksakan, tetapi tidak
ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara
kesejahteraan secara umum.

Menurut Adriani (2005 : 10} mengatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara (vang dapat dipaksakan) yang lcrutang
oleh yang wajib membayarkannya menurui peraturan-peraturan, demgan
tidak mendapatkan prestasi-kembali. ¥ang langsung dapat ditunjuk, dan



yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeiuaran umum berhubung
dengan fugas negara uniuk menyelengga rakan pemerintahan.

Menuret UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No

28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan ULJ KUP) mengatakan bahwa :

Pajak adalah kontribusi wajib kepads ncgara yang ferutang cfch orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalzn secaia langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Tinjauan Pajak Penghasilan
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2009 : 80), mendefinisikan bahwa “Pajak
Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas

penghasilan yang diterima atau dipsrolehnye dalam svatu tahun pajak”.

Menurut Walayo (2008 : 87), “Pajak Penghasilan adalah pajak
yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan
hukum lainnya”. Pajak penghesilan  bisa  diberlakukan progresif,
proporsional atau regresif. UU Mo 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana
yang telah beberapa kali diubah serakhir dengan UU No 36 tahun 2008

(selanjutnya disebut dengan UU PFh).

Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur pengenaan
Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan
yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak

tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.



Subjek pajak yang menerima atau inemperoleh penghasilan dalam Undang-

Undang PPh disebut Wajib Pajak.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam
bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir

dalam tahun pajak.
2.2.2. Subjek Pajak

Menurut Siti Resmi (2009 : 81), “Subjek Pajak Penghasilan adalah
segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan

menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan”.

Menurut Waluyo (2008 : 893, Subjek pajak dapat diartikan sebagai
orang vang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak
penghasilan  dikenakan terhadap Subjck Pajak  berkenaan dengan

penghasilan yang diterima atau diperolchnya dalam tahun pajak.
Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 LU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak
dikelompokkan sebagai berikut

1. Subjek Pajak Orang Pribedi :

Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan

pulub tiga) hari dalam jangka wakiu 12 {dua belas) bulan, atau



orang pribadi vang dalum setu whun pajak berada di Indonesia dan

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi

Yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhal. penunjukan warisan yang belum terbagi
sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan
pajak afas penghasilan vang berasal dari warisan tetap dapat

dilaksanakan.
. Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usahz yang meliputi persercan ierbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainya. BUMN/BUMD dengan nama bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya

termasuk konfrak investasi kolektif,
. Subjek Pajak Bentuk Usabe Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adaleh bentuk usaha yang dipergunakan

oleh orang pribadi yang tidak berempat tinggal di Indonesia atau



berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
12 bulan, atau badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat
kedudukan di indonesia, umuk menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan di Indonesia,

2.2.3, Objek Pajak

Objek pajak menurut Siti Resmi (2009 : 86) adalah :

Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap
tambahan kemampuar ekongmis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambal kekayaan Waiib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apa pun,

Menurut Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, pengahasilan yang

termasuk Objek Pajak adalah sebagaj berikul :

1.

L

Penggantian atau imbelan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima aiau diperoleh. .

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan.
Laba usaba

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya dan pembayaien iambahan pengembalian pajak.

Bunga termasuk premiwm, diskonto, dan imbalan karena Jjaminan
pengembalian uang.

Dividen



10.

t.

12.

14.

15.

16.

17.

18,

19.

2.2.4.

10

Royalli alau imbalan atas peggunaan hak

Sewa dan penghasilan fain s&%huﬁzzngan dengan penggunaan harta
Penerimaan atau perolehan ;3»:3&1&%;223)‘&&:[1 berkala

Keuntungan Kkarena pembeb%g‘m utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetaphan éieng&n Peraturan Pemerintahan.

Keuntungan selisih kurs maia nang asing

. Selisih lebih karena peniiaian kembali aktiva

Premi asuransi

Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
vang terdiri dari Wajib Pajak vang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas.

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.

Penghasilan dari usaha berbasis éyariah.

Imbalan bunga

Surplus Bank Indonesia
Pajak Penghasilan Final
Menurut Siti Resmi (2009 ; 145}, mengungkapkan bahwa :

Pajak Penghasilan yang Lersifat final merupakan pajak
penghasilan yang pengenaanva sudah final(berakhir) sehingga
fidak dapat dikredithan (dikurangkan) dari total Pajak
Penghasilan terutang pada alhir tahun pajak.
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Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak

Penghasilan yang bersifat final terdiri atas :

1.

2.2.5.

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
Penghasilan berupa hadizh uadian

Penghasilan dari transaksi seham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan
saham atau pengalihan penyeriaan modal pada perusabaan
pasangannya yang diterima cleh perusahaan modal ventura.
Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa kontruksi, usszha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan, dan

Penghasilan tertentu lainmya (penghasilan dari pengungkapan
ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-

lain).
Tarif Pajak Penghasilan

Ketentuan UU PPh pasa: 17 ayat (1), besarnya tarif pajak

penghasilan yang diterapkan atas penghasilen kena pajak bagi Wajib Pajak

dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu benfuk usaha tetap di

Indonesia sebagai berikut
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Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.060.000,00 (lima puluh juta 5% (lima
rupiah) persen}
Diatas Rp. 50.000.000,0C ({ima puluh juta rupiah)

15% (lima

sampai dengan Rp, 250.006.000.00 (dua ratus lima
belas persen)

puluh juta rupiah)

Diatas Rp. 250.000.000,00 {dusa ratus lima puluh juta 25% (dua

rupiah) sampai dengan Rp. 500.600.000,00 (lima puluh lima

ratus juta rupiah} | persern)
30% (tiga

Diatas Rp. 500.000.000,G0 (}irna ratus juta rupiah)
puluh persen)

Untuk Wajib Pajak Badan delan negeri dan BUT

Tarif pajak untuk Wajib Pajuk badan dalam negeri dan beniuk usaha
tetap (BUT) sebesar 28%. ”E“empi sejak tahun pajak 2010 tarif PPh
tersebut menjadi 25% (cua puluh lima persen). Wajib Pajak dalam
negeri vang berbentuk perscroan terbuka yang paling sedikit 40%
(empat puluh persen) dati jumiah keseluruhan saham yang disetor
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan  memenuhi

persyaratan terientu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5%



13

(lima persen) lebih rendab deri pada tarif sebagaimana di maksud
pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemeriniah.

Tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berupa dividen yang
dibagikan kepada Wajio Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling

tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu)
tahun sampai dengan Rp 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah)
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh
persen) dari tarif sebagaiman di maksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf'b dan
ayal (2a) yang dikenakan atas Peaghasilan Kena Pajak dari bagian

peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,- (Pasal 31 £ UU PPh).
2.2.6. Penghasilan Kena Pajak

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang
adalah Penghasilan Kena Pajak (PP) yang bersumber dari laporan
keuangan Wajib Pajak (laporan luba rugi/Profit and Loss Statement).
Penghasilan Kena Pajak dihasilkan dasi laba sebelum pajak dan Penghasilan
Kena Pajak bagi Wajib Pajak Baden dﬁpﬁroieh dari koreksi fiskal atas laba

sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi Wajib Pajak.
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Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mendapatkan Penghasilan
Kena Pajak terlebih dahulu penghasilan reto setelah koreksi dikurangkan

dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2.2.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pengenaan Pajak Penghasilan dibebankan terhadap semua Wajib
Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Untuk menghitung
Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi dalam negeri, maka penghasilan
nettonya dikurangi terlebih dahulu cenpgan Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) sebagai berikut

a. Tambahan untuk Wajib Palak Crang Pribadi sebesar Rp 15.840.000,-
(lima belas juta delapan ratus ﬁ’:i‘i"liﬁ%&i: puluh ribu rupiah).

b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp 1.320.000,- (satu
juta tiga ratus dua pulub ribu rupiak).

¢. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan
penghasilan suami sebesar Rp 35’;84&).()00,- (lima belas juta delapan
ratus empat puluh ribu rupiah).

d. Tambahan untuk setiap anggota heluarga sedarah dan keluarga semenda
dalam garis keturunan garis lurus serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya paling ‘%mﬁyak 3 (tiga) orang setiap keluarga

sebesar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua pulub ribu rupizh).
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2.2.8. Ferhitungan Pajak Teratang

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan
antara Wajib Pajak dalum negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib
Pajak Badan dalam nzgeri pada dasarnyz uniuk menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar
pembukuan, Sementara Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya
di bawah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperkenankan

menggunakan norma perhitungan perghasilan neto berdasarkan pencatatan.

Orang pribadi vang berada di indonesia untuk jangka waktu secara
berturut-turut yang lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dianggap
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan wajib memenuhi kewajiban dan
haknya selaku Wajib Pajak dalam negeri. Wajib Pajak yang meninggalkan
Indonesia untuk jangka waktu yang tidak l=bih dari 1 (satu) tahun, masih
merupakan Wajib Pajak dalam ncgeri dan masth dikenakan pajak di

Indonesia.

Pejabat Diplomatik dan Pegawai Kedutaan Republik Indonesia yang
karena jabatannya berada di lusr Indonesia, masib merupakan Wejib Pajak
dalam negeri, sebab berdasarkan “asas eksferitorialitas” mercka dianggap
bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, dan wajib pula tembayar
pajak penghasilan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena

pajak. Sebaliknya, Wakil-wakil Diplomatik atau Konsuler Asing yang
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bertempat tinggal di Indonesia bukan merupskan Wajib Pajak dalam negeri,

berdasarkan “asas eksteritorialiras”™ lersebut.

Menurut Soemitro (1986 : 93-94), mendefinisikan “Wajib Pajak luar
negeri merupakan subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima
penghasilan yang beresal dari wilayah Republik Indonesia aiau yang
mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Republik Indonesia™. Wajib
Pajak luar negeri hanya dikenskan pajak cari penghasilan yang diterima
atau diperoleh atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah

Republik Indonesia.
Manajeman Pajak

Menurut Suandy (2006 : 7), mencefinisikan “Manajemen pajak adalah

sarana untuk memenuhi kewajiban perpejekan deagan benar tetapi jumlah pajak

dapat ditekan serendah mungkin uniuk rmemperoleh laba dan likuiditas yang

diharapkan”.

Menurut Suandy (2006 : 7), tujusn dari manajemen pajak dapat dicapai

melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakar: (7o Jmplementation)

3. Pengendalian Pajak (Tax Control)
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2.3.1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Dialam ilmu manajemen menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok
manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi
pokok manajemen yang pertamé harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam
melakukan aktivitas perusahaan sehwubungan dengan pencapaian tujuan

organisast perusahaan adalah dengan membuat perencanaan.

Menurut Erly Suandy (2006 : 7), secara umum perencanaan
merupakan proses peneatuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian
menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program),
taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program} dan operasi (tindakan) yang

diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Perencanaan Pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan
oleh Wajib Pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaba atau
penghasilannya, namun perlu diperhaiikan bahwa Perencanaan Pajak yang
dimaksud adalah perencanaan pajal.  tanpa melakukan pelanggaran

konstitusi atau Undang-Undang Perpejakan yang berlaku.

Menurut Gunawan, yang dikatip oleh Lumbantoruan (Lumbantoruan
: 1996 : 485), Tax Planning meru;mkén upaya legal yang bisa dilakukan
oleh Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajek hanya
dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (Joopholes).

Rencana meminimalkan pajak  dapai  ditempub misalnya, mengambil
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ketentuan vang sebesar-besarnya dari ketetuan mengenai pengecualian dan
pemotongan atau pengurangan vang diperkenanken, hal ini dapat
memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan scbagai objek pajak sesuai

dengan pasal 4 ayat 3. Menurut Erly Suandy {2006 : 7}, mengatakan bahwa

Perencanaan pajak adalah lapgkal awal dalam manajemen pajak.
Pada tzhap ini dilakukan peagumpulan dan penelitian ¢erhadap
peraturan-peraturan perpajakan, dengan maksud dapat menyeleksi
jenis tindakam penghematan pajak vyang akan dilakukan. Pada
umumnya penekanan perencanazh pajak (fax planning) adalah untuk
meminimumkan kewajiban pajak serendah mungkin dengan
memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada fetapi berbeda dengan
tujuan dari pembuat uadang-undang.

Maka fex planning disini sama dengan fax aveidance karena secara
hakekat eckonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan
penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan beban pengurang laba
yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk

diinvestasikan kembali.

Tax avoidance adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam
bingkai ketentuan perpajakan. Fax aveidunce dapat terjadi didalam bunyi
ketentuan atau tertulis dalam undang-undang dan berada dalam jiwa dari
undang-undang atau dapat juge ierdapat dalam bunyi kefentuan undang-

undang.

Pada dasarnya, perencanaar: pajak harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut : (1) tidek melanggar ketentuan perpajekan, (2) secara bisnis
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dapat diterima, dan (3) bukti-bukti pendukungnya memadai, Menurut

Mohammad Zain (2005 : 43), mengatakan bahwa :

Percncanaan Pajak adalah proscs mengorganisasi usaha Wajib Pajak
atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya,
baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada
dalam posisi yang paling minimal sepanjang kal ini dimungkinkan oleh

ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Beberapa hal yang mempengaeruhi Wajib Pajak untuk meminimumkan
kewajiban pembayaran pajaknva buik sccara legal maupun tidak legal

adalah sebagai berikut :

1.  Tingkat kerumitar: sualu peratusan,

2.  Besamya pajak terutang,

3. Biaya untuk negosiasi,

4.  Risiko deteksi,

5, Berat atau ringannya sanksi perpajakan,

6.  Moral Wajib Pajak.

Tujuan Perencanaan Pujak (Tar Plonning) secara lebih khusus ditujukan

untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut

1. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali.
2. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tabun berjalan.

3. Menunda pengakuan penghastlan.
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4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.
Tahapan-Tahapan Perencanaan Pajek (ZTax Planning) sebagai berikut :

a.  Menganalisis informasi yang uca {(analvzing the exiting duta base).

b. Membuat satu atau lebih niodel kemungkinan jumlah pajak (designing
one or more possible tax plans).

c.  Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan).

d.  Mencari kelemahan dan memperbaiki  kembali rencana  pajak
(debugging the tax plans).

e.  Memudahkan rencana pajek (updiating the fax plan).

Ada beberapa strategi-strategi perencanaan pajak yang dapat ditempuh
untuk mengefisiensikan pembayaran beban pajuk secara legal yailu sebagai

berikut :
a.  Tax Saving

Tax Saving adalah uvpaya untuk mengefisiensikan beban pajak
melalui pemilihan alternaiif pengsnaan pajak dengan tarif yang lebih
rendah. Misalnya, pemberian natura kepada karvawan pada umumnya
tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam
menghitung PPh badan. Pemberian natura tersebut dapat diubah
menjadi pemberian yang tidek dalam bentuk natura sehingga dapat
dikurangkan sebagai biava, tctapi harus dimasukkan sebagai

penghasilan  karyawan. Pengarub  dari perlakuan  ini  akan
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mengakibatan PPh badan meajadi twrun, tetapi PPh Pasal 21 akan
naik. Penurunan PPh badan skan lebih besar daripada kenaikan PPh
Pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di

atas Rp 100 juta dan PPh badan tidak bersifat final).
Tax Avoidarnce

Tax Avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak
dengan cara menghindari dari pengenzan pajak dengan mengarahkan
pada transaksi yang bukan objek pajak. Misalnya, pada jenis
perusahaan yang PPh bacanuya tidak dikenakan secara final, untuk
mengefisiensikan PPh 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara
memberikan semaksimal mumgkin kesejahteraan karyawan dalam
bentuk natura, mengingai pemberian natura pada perusahaan yang

tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPl Pasal 21,
Menghindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajokan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan

dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakn berupa :

1} Sanksi administrasi : denda, bunga. atau kenaikan;

2) Sanksi pidana : pidana atau kurungan.
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d.  Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melaggar peraturan
yang berlaku dapat dilakukar mé:la[ui penundaan pembayaran PPN.
Penundaan ini dilakukan dergan menunda penerbitan faktur pajak
keluaran hingga balas waktu yang diperkenankan, Khususnya untuk
penjualan kredit. Dalam hal ini. penjual dapat menerbitkan fakiur

pajak pada akhir bulan berikuiaya setelah bulan penyerahan barang.
e.  Mengoptimalkan Kredit Pajak Yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai
pernbayaran pajak vang dapai dikreditkan yang merupakan pajak
dibayar dimuka, Misalnyz, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari
Pertamina bersifat final jika p-mabeﬂ.imya perusahaan yang bergerak di
bidang penyaluran migas, tetapi jika pembelinya bergerak di bidang
pabrikan maka PFh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh
badan. Pengkreditan ini Iebih n esmgaguntungk.an ketimbang dibebankan
sebagai biaya. Bila dibandingkan, maka keuntungan yang diperoleh
adalah sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (asumsi laba

kena pajak di atas Rp 100 juia)},
2.3.2. Pelaksanaan Kewajiban Peg[aajﬁkams (Tax Implementation)

Menurut Suandy (2006 : 19}, apabila dalam Tax Planning telah

diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk  melakukan
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penghematan  pajak, maka lergkah-langkah  selanjutnya  adalah
mengimplementasikannva baik secara foemal maupun material. Harus
dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi
peraturan perpajakan yang beraku. Manajeman pajak tidak dimaksudkan
untuk  melanggar  peraturan dan  jika dalam  praktik tersebut (elah

menyimpang dari tujuan manajermen pajak.

Menurut Suandy (2006 @ 18), untuk dapat mencapat {ujuan
manajernen pajak, ada 2 (dua) hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan

yaitu ;

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

b. Menyelenggarakan pembukuan vang memenuhi syarat
2.3.3. Pengendalian Pajak (Tax Coamrol)

Pengendalian pajak merupekan langkah akhir dalam manajemen
pajak. Menurut Suandy (2006 : 11}, mengungkapkan “Pengendalian pajak
bertujuan untuk memastikan baliwa kewajiban pajak telah dilaksanakan
sesuai dengan vang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan

formal maupun meterial”.

Hal terpenting dalam pengesudalian pajak adalah pemeriksaan
pembayaran pajak. Oleh sebab itu. pengendalian dan peraturan arus kas

sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan
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pembayaran pajak pada saat lerakhir tenw lebih menguntungkan jika

dibandingkan dengan mambayar lebil awal.

2.4, Perbedaan Permanen dan Temiporer

Menurut Zain (2005 : 202), mengungkapkan bahwa penyebab perbedaan
yang terjadi antara Penghasilan Sebelumn Pajsk (PSP) dengan Penghasilan Kena
Pajak (PKP) dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara beban
Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang dapat
dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok wvaitu perbedaan permanen atau fetap
(Permanent Differences), perbedaan wakiu atau sementara (Timing Differences —
Temporary Differences), kompensasi keragian (Operating Loss Carryforwards).

Adapun penjelasan mengenai 3 (tiga) kategori di atas adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan Permanen atav Tetap (Permarnent Differences)

Perbedaan ini terjadi karena bercasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

a. Ada beberapa penghasilan yang tidak menjadi objek pajak, sedangkan
secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan.

b. Ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan,

sedangkan secara komersial bizya tersebut diperhilungkan sebagai biaya.
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Perbedasan  permanen tidak memerlukan  Alokasi Pajak  Penghasilan
Interperiode (fnierperiode Income Tax Allocation), karena perbedaan tersebut
merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo

tandingnya (Cousterbalance).

Menurut Zain (2000 : 39), pada peruszhaan yang ada Penghasilan Tidak
Objek Pajak dan tidak ada Biaya Fiskal vang tidak boleh dikurangkan, PPh
Terutangnya akan menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan Beban PPh
yang dihitung berdasarkan Penghasilan Sebelum Pajak, sedangkan apabila pada
perusahaan terdapat banyak koreksi Biaya Fiskal yang tidak boleh dikurangkan,
maka PPh Terutangnya akan menjad: lebilh hesar apabila dibandingkan dengan

Beban PPh. Perbedaan penmanen ini berkaiian juga dengan rekonsiliasi.

2. Perbedaan Waktu atau Sementara (Iiming Differences — Temporary

Differences)

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang merupskan penghasilan atau biaya yang boleh
dikurangkan apada periode akuniansi -terdahulu atau periode akuntansi
berikutnys dari periode akuntansi .seimrang, sedangkan  komersial
mengakuinya sebagai penghasilanr  atau biaya pada periode yang
bersangkuian. Berbeda dengan perbedaan pennanen, perbedaan waktu masih

memeriukan beberapa hal yang dipertanyakan yaitu sebagai berikut :
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a. Dalam rangka perbedaan wakiu tersebut, apakah diperlukan alokasi pajak
interperiode atau tidak memerlukan alokasi pajak interperiode

b. Apabila diperlukan alokasi pajak imterperiode, apakah pendekatannya
secara komprehensif atau hanva persial untuk perbedaan waktu tertentu
saja dan apakah akan digunakan metwode tangguhan (The Deffered Method)
yang berbasis pada tarif pajak yang diharapkan atau metode pajak neto

(The Net of Tax Method)
Perbedaan Waktu atau Temporer dapat berupa :

a. Perbedaan temporer hena pajak (axable temporary differences) adalah
perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak (taxable
amounts) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai
tercatat aktiva dipulihkan (recoveredy atau nilai tercatat kewajiban tersebut
dilunasi (settled). Apabila taxable tewmporary differences dikalikan dengan
tarif PPh (Pasal 17), maka akan terdapat fwure tax liability yang sama
dengan deffered tax livhility.

b. Perbedaan termporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary
differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah
yang boleh dikurangken (dedusarible avz;mowr!) untuk perhitungan laba fiskal
periode mendatany pada saat nikui tercatat aktiva dipulihkan (recovered)
atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled). Apabila deductible
temporary differences dikalikan d@ﬁgﬁﬂ tarif PPh (Pasal 17) maka akan

terdapat future iax refundable. Jumiah future tax refundable dengan hasil
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dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17)

merupakan jumlah deffered tax asser.

2.5. Bentuk - Bentuk Perencanaan Papak

Menurut Suandy (2006 : 125) menyebuikan bentuk-bentuk perencanaan

pajak yang terdiri atas .

1.

Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum
(legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha, Bila
dilihat dari perpektif perpajekan kadang pemilihan bentuk badan hukum
(leged entities) beniuk persecrangan, {irma dan kongsi (partnership)
adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas
yang pemegang sahamnya perorangan atau baden tetapi kurang dari
25%, akan mengakibatkan pajal atas penghasilan perseroan dikenakan
dua kali yakni pada saat penghiasilan diperoleh oleh pihak persercan dan
pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang
saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%. Sebagai contoh:
pemilihan bentuk usaha perseorangan akan lebih menghemat pajak
karena terhindar dari pengenasn pajak berganda seperti yang terjadi
pada bentuk usaha perseroan terbaias.

Memilih lokasi perusahaan vang akan didirikan. Umumnya pemerintah
memberikan semacam insentif pajak atau fasilitas perpajakan khususnya
untuk daerah tertentu (missliya di Indonesia bagian Timur), banyak

pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud
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dalam pasal 26 Undang-Undang No 17 Tahun 2000. Disamping itu juga
diberikan fasilitas seperti penyusutan dun amortisasi yang dipercepat,
kompensasi kerugian yang lebdh  lama,  Misalnya: perusahaan
memperluas uszhanya dengan m@ndirikan perusahaan baru didaerah
terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena dacrah (erscbut
memiliki potensi ekonomi vansg layak dikembangkan namun sulit
dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam
pajak seperti izin untuk mengurangkan natura dan kenikmatan (fringe
benefity dari penghasilan bruto seperti yang dialur dalam SE-
29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995

Mengambil keuntungan sebesar-besamnys atau semaksimal mungkin dari
berbagal pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan
kena pajak yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Sebagai contoh
jika diketahui bahwa pengahsilan kena pajak (laba) perusahaan besar
dan akan dikenakar tarif pajak z.img;gi atau tertinggi, maka scbaiknya
perusahaan membetanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal
yang bermanfasat sccara langsung uniuk perusahaan, dengan catatan
tentunya biaya yang dikeluarkas adalah biaya yang dapat dikurangkan
(deductible) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Contoh: biaya
untuk riset dan pengembangan, bizva pendidikan dan latihan pegawai,
biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya

lainnya yang dapat dimanfaatkar.



29

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaba (corporate company)
sehingga diatur mengenai penggunazn tarif pajak yang paling
manguntungkan antara masing-masing badan ussha (business entily).
Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk
Indonesia mengatur bahwa peribagian dividen antar corporute (inter
corporate dividend)y tidak dikenakan pajak.

5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang
hanya berfungsi sebagai cost cemter. Dari hal tersebut dapat dipeoleh
manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari
beberapa Wajib Pajak di dalam satu grup begitu juga terhadap biaya
sehingga dapat dipeoleh keuntungan atas pergeseran pajak (¢ax shifting)
yakni menghindari tarif paling tinggt atau maksimum.

6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura
dan kenikmatan (Fringe Benefir) ;ri:saf)at sebagai salah satu pilihan untuk
menghindari lapisan tarif maksimum (shif to lower bracker). Karena
pada dasarnya pemberiaan dalam: bentuk natura dan kenikmatan (Fringe
Benejit}y dapat dikurangkan scbagai biava oleh pemberi kerja sepanjang
pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan
pajak bagi pegawai yang menerimanya.

7. Pemilihan metode penilaian g@emed%@an. Ada dua metode penilaian yang
diizinkan oleh peraturan ptrpajeﬁ%&k&.ﬂ% yaitu metode rata-rata {(uverage)
dan metode masuk pertama keluar pertama {first in first out). Dalam

kondisi perekonomian yang ceaderung mengalami inflasi, metode rata-
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rata (uverage) akan menghasitkan harag pokok yang lebih tinggi
dibandingkan dengan metode masuk perama keluar pertama (first in
first ouf). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan
mengakibatkan laba kotor meniadi lebih kecil.

Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna
usahz dengan hak opsi (finance l2ase) di samping pembelian langsung
karena jangka waktu leasing mnuu?nya lebih pendek dari urnur aktiva
dan pembayaran leasing dapat dibiayvakan seluruhnya. Dengan demikian,
aktiva tersebut dapat dibiayvekan isbih cepal dibandingkan melalui
penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.

Melalui pemifihan metode penvusutan yang diperbolehkan peraturan
perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba
vang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang
dipercepat (saldo menurun) sehingga aias biaya penyusutan tersebut
dapat mengurangi laba kena pajek dan sebaliknya jika diperkirakan pada
awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau
timbul kerugian maka piliheanyva adalah  menggunakan metode
penyusutan yang memberikan biaya vang lebih kecil (garis lurus) supaya
biaya penyusutan dapat ditunda votuk tahun berikutnya.

Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarabkan pada
transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha
yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efesiensi PPh

pasal 21 karyawan dapar dilakukan dengan cara memberikan



11

12.

13.

31

semaksimal mungkin tunjangsn  karvawan dalam  bentuk natura,
mengingat pemberian natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal
21.

Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Untuk ini Wajib
Pajak harus jeli untuk mempercleh informasi mengenai pembayaran
pajak yang dapat dikreditkan, Sebagai contoh: PPh pasal 22 atas
pembelian solar dari pertaminag  bersifat final jika pembeliannya
dilakukan oleh perusahaan yang bargerak di bidang penyaluran “Migas”,
fetapi bila pembeliannya diiaku%@m: oleh perusabaan yang bergerak di
bidang pabrikan maka PPh pasal 22 terssbut dapat dikreditkan dengan
PPh Badan. Pengkreditan ini lebik menguntungkan  ketimbang
dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar
70% dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena
pajak telah mencapai jumtah vang dikenakan tarif 30%).

Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara
melakukan pembayaran pada sfémt'::mndekati tanggal jatuh tempo.
Khusus untuk menunda pembavaran PPN dapat dilakukan dengan
menutida  penerbitan  faktur  pajak sampai batas waktu  yang
diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat
menerbitkan faktur pajak pads akhir bulan penyerahan barang
(Kep.Dirjen Pajak No: 53/PJ/19943,

Menghindari pemerikasaan pajak. Pemerikasaan pajak oleh Dircktorat

Jenderal Pajak dilakukan terhadag Wajib Pajak vang
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a. SPT Lebih bayar

b. SPT rugi

c. Tidak memasukkan SPT atau :erlambat memasukkan SPT

d. Terdapat informasi pelanggaran

e. Ménenuhi kriteria terteniu ye.mg;ﬂitctapkan oleh Dirjen Pajak

f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara :

a) Mengajukan pengurangan  pembayaran lumpsum  (angsuran
masa) PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila
diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan (egjadi kelebihan
pembayaran pajak. |

b) Mengajukan permobionan pembebasan PPh pasal 22 impor

apabila perusahaan melakukan impor.

4. Menghindari pelanggaran terhadep peraluran perpajakan yang berlaku.
Menghindari pelanggaran tcrhadap peraturan perpajakan  dapat

dilakukan dengan cera menguasai peraturan perpajakan yang berlaku,
2.6. Koreksi Fiskal

Menurui Muljono (2009 . 59) :.e.mndcﬁnisikan “Koreksi fiskal adalah
perhitungan pajf_ﬂ( yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode,
masa manfaat, dan umur dalam menghitung iazba secara komersial dengan secara
fiskal™. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui berdasarkan

standar akuntansi yang lazim.
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Menurut Muljono (2002 : 59) mendefinisikan “Laba secara fiskal adalah
laba yang diperoleh Wajib Pzjak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada
akhir tahun™. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajb Pajak, perhitungan
besarnya PPh terutang sangat memunghinkan akan mengalami kesalahan karena
banyak kelentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang

diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila
semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak
berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit
dilakukan karena adanya perbedaan keterduan antara Wajib Pajak dengan

pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintaly.

Kepentingan Wajib Pajak dengan pererintah yang berkaitan dengan pajak
tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan, Wajib Pajak menghendaki pajak
yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah menghendaki
pajak yang diterima sesuai dan cenderunyg sebesar mungKin. Dengan kondisi itu,
pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi

cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan.

Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasitkan oleh perusahaan,
untuk mendapatkan laba sebelum pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena
tidak semua ketentuan dalam Pedoman Stendar Aluntansi Keuangan (PSAK)
digunakan dalam peraturan perpajakan. Hanvak pula kelentuan perpajakan yang

tidak sama dengan Standar Akuntansi Kevangan (SAK).
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Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam hal
penggunaan sistem maupun metode pengzekuan biaya maupun penghasilan secara
akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan

pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.

Perbedaan yang akan terjadi dengen adanva pengakuan secara komersial
dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak ferutang yang diakui dalam laporan

laba rugi komersial dengan pajak terutang menurat liskus.

Menurut Muljono (2009 : 61), korcksi fiskal terjadi karena adanya
perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat

berupa:

a. Beda Tetap : terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib
Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara
komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud
bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya atau
sebagian merupakan penghasilan gizu sebagian merupakan biaya.

b. Beda Waktu : terjadi karena dunya perbedaan pengakuan besarnya

waklu secara akuntansi komersial Jdibandingkan dengan secara fiskal.

Dengan adanya koreksi fiskal, maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang
dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat
berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang

berupa:
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Koreksi Positil adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya
pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara
komersial menjadi semakin kecil apabila dilibat secara fiskal, aiau yang
akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.

Koreksi Negatil' adalah koreksi fiskal yang mengakibalkan adanya
penambahan biaya vang telzh diakui dalam laporan laba rugi secara
komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang

akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.



2.7, Keranghka Berpikir
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